
 

 

PROFIL 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 
 

PPID Sekretariat DPR Aceh Tahun 2022 ditetapkan oleh Sekretaris DPR Aceh dengan Surat 

Keputusan Nomor 161/042/2022. Pembentukan Susunan Organisasi PPID Set. DPRA didasarkan 

pada Peraturan diantaranya: 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh. 

 

Susunan Organisasi PPID Sekretariat DPR Aceh terdiri atas 3 bidang yaitu:  

1. Bidang Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi. 

2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. 

3. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi. 

 

Tugas PPID Sekretariat DPR Aceh Tahun 2022: 

1. Membantu PPID Utama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya; 

2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi 

Sekretariat DPRA; 

3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama paling sedikit 6 (enam) bulan 

sekali atau sesuai dengan kebutuhan;  

4. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsi; 

5.  Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon 

informasi secara cepat, tepat, dan berkualitas; 

6.  Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan serta data lingkup komponen di 

Lingkungan Pemerintah Aceh menjadi bahan informasi publik; 

7.  Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi serta 

dokumentasi kepada PPID Utama; 

8.  Menyediakan dan mempublikasi informasi dalam website DPRA untuk diakses oleh 

masyarakat; 

9.  Berkoordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRA untuk menetapkan informasi dan 

dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; 

10. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama 

agar dilakukan uji konsekuensi. 

 

 

 


